
 

  



 

ABSTRAK 

 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang pengupahan pekerja warnet Bomba 

Yogyakarta perspektif hukum Islam dan hukum positif. Warnet Bomba adalah salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa internet yang didirikan pada tahun 2005. 

Latar belakang diadakan penelitian ini karena terdapat kelemahan yang secara teknis penting 

untuk diangkat ke permukaan dalam pembenahan pelaksanaannya, baik berdasarkan hukum 

Islam maupun hukum positif. Alasan mengapa penyusun memilih penelitian di Bomba Net 

dikarenakan terjadinya ketidakwajaran pelaksanaan upah dengan pekerjaan-pekerjaan yang 

dilakukan karyawan. Hal ini yang menyebabkan adanya eksploitasi atau penganiayaan terhadap 

para karyawan. 

Adapun pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan 

pengupahan di Bomba Net dan pandangan hukum Islam maupun hukum positif terhadap 

pengupahan terhadap karyawan Bomba Net. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh 

tentang pelaksanaan pengupahan di Bomba Net, serta menganalisis bagaimana pandangan 

hukum Islam serta hukum positif yang ada di Indonesia terhadap pengupahan tersebut. 

 Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu membahas 

pengupahan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, serta menganalisisnya. Sifat dari 

penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu memaparkan bagaimana pelaksanaan pengupahan 

yang ada di Bomba Net, apakah telah sesuai atau tidak dengan pengupahan menurut hukum 

Islam maupun hukum positif, tentunya dengan melihat dari teori-teori yang ada dan data-data 

yang diperoleh penyusun. Baik melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, 

dokumentasi, dan angket. Setelah semua data-data terkumpul, kemudian dianalis secara 

kualitatif, yaitu analisis berdasarkan data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut 

dipilih-pilih dan dianalisis menggunakan metode induksi, untuk memperoleh kesimpulan umum 

tentang pengupahan di Bomba Net.  

 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengupahan yang  ada 

di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Baik hukum Islam 

maupun hukum positif sama-sama menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hukum Islam 

mengatakan bahwa besarnya upah hendaknya sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah 

dilakukan. Meskipun dalam prinsip mu’amalat unsur kerelaan telah terpenuhi, namun untuk 

prinsip keadilan dan asas ‘adam al-garar, pihak Bomba Net tidak melaksanakannya. Oleh karena 

itu, pelaksanaan pengupahan di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum Islam karena seluruh 

prinsipnya belum terpenuhi. Hukum positif juga berpendapat bahwa pelaksanaan pengupahan 

yang ada di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum positif. Hal ini dikarenakan upah atau gaji 

yang diperoleh karyawan masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).  

  



 



 



 

 



  



 

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai 

berikut: 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

� Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

� 
ba’ b be 

� ta’ t te 

� Śa’ ś es (dengan  titik di atas) 

� Jim j je 

� ha h ha (dengan titik di bawah) 

� Kha' kh ka dan ha 

	 dal d de 


 żal ż zet (dengan titik di atas) 

� ra’ r er 

� zai z zet 

 sin s es 

� syin sy es dan ye 



 

� şad ş es (dengan titik di bawah) 

� dad d de (dengan titik di bawah) 

� ţa’ ţ te (dengan titik di bawah) 

� za' z zet (dengan titik di bawah) 

� ‘ain ‘ koma terbalik 

� Gain g ge 

� Fā‘ f ef 

� qāf q qi 

� kāf k ka 

� lām l el 

� mim m em 

� Nūn n en 

� wawu w we 

�� Ha’ h ha 

� hamzah ’ 

apostrof (tetapi tidak 

dilambangkan apabila ter-

letak di awal kata) 

� Ya' y ye 

 

 

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong 

dan rangkap atau diftong. 



 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

    َ◌  Fathah          a       a 

   ◌ِ   Kasrah          i       i 

   ◌ُ    Dammah         u       u 

Contoh: 

  !" -  kataba    �#$  -  yażhabu 

-   %&'  su’ila         ("
 -   żukira 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama      Huruf Latin  Nama 

)      *◌   Fathah dan ya              ai                 a dan i 

و ◌*          Fathah dan wawu       au                 a dan u 

Contoh: 

,-"- kaifa      �./ - haula 

 



 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda: 

Tanda Nama                 Huruf Latin              Nama 

)    �  *◌   *◌ Fathah dan alif atau alif             ā  a dengan garis di atas 

          Maksūrah  

 Kasrah dan ya                              ī             i dengan garis di atas                  ى 

 dammah dan wawu                    ū  u dengan garis di atas        و  ُ 

Contoh: 

   �01  - qāla        %-1 - qīla 

  23� - ramā                  �.4$- yaqūlu 

 

D. Ta’ Marbuţah 

Transliterasi untuk ta’ marbuţah ada dua: 

1. Ta Marbuţah hidup 

Ta’ marbuţah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya 

adalah (t).  

2. Ta’ Marbuţah mati 

Ta’ marbuţah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h) 



 

Contoh: 5678- Ţalhah  

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbuţah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 

sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’marbuţah itu ditransliterasikan dengan 

ha’atau h 

 Contoh:  59:� 5;�� - raudah al-Jannah 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 

syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan  

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:   09<=� - rabbanā 

   <>?@ - nu’imma 

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “��”.  Namun, 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah dan kata sandang  yang diikuti oleh qamariyyah. 

1. Kata sandang yang  diikuti oleh huruf  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya  yaitu  

“al” diganti huruf yang sama dengan  huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 



 

Cotoh :      %A<(B� – ar-rajul 

       CD-<EB� – as-sayyidah 

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan  aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf  syamsiyah maupun 

huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan  

dengan tanda sambung (-)  

 

Contoh:  >74B� - al-qalam      �F:� -al-jalāl 

 G$DHB�     - al-badī’ 

 

G. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa  alif. 

Contoh :  

  I-J - syai’   �(3�    - umirt 

  �.9B� - an-nau’       ��#KLM - ta’khużūn 

 



 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, 

karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

  N1��(B� OK .P Q� �R� - Wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn  atau Wa innallāha lahuwa 

khairur- Rāziqīn 

 

I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut 

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf 

kapital digunakan   untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata  sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

 Contoh : 

  �.'� <S� D<TU03�       -  wa mā Muḥammad illā Rasūl 

-  097B G;� V-= �<�W <��  inna awwala bait wuḍi’a li an-nās 

 Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap 

demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada  

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. 

 Contoh : 



 

 $(1 X!Y� Q� Z3 ([@  - naşrun min Allāh wa fatḥ qarīb 

                     0\?-](3S� Q - lillāhi al-amr jamī’an 

 

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

 

 

  



 

MOTTO 

 

 

 

 

“Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi tetap berusaha menjadi yang lebih baik.”  

 

 

“ No body perfect, but still trying to become a better.” 
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Skripsi ini ku persembahkan untuk 

Kedua orang tuaku tercinta  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk 

aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau berpikir. Sebagai makhluk sosial, 

manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu 

sama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa 

berusaha untuk mangaktualkan dirinya dengan keadaan agar tidak ketinggalan. Sebagai 

makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal, yang selalu berpikir baik 

dalam ucapan maupun perbuatan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari 

kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin.1 Oleh 

karena itu, manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih 

baik, salah satunya dengan bekerja. Dari bekerjalah manusia memperoleh pendapatan 

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

 Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menjelaskan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain.2 Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan 

implikasi perlunya sikap dan etos kerja yang dinamis dan aktif dalam mencari peluang 

mendapatkan rizki yaitu: 

                                                           
 

1
 Atang ABD. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), hlm. 207. 

 

              
2
 Pasal 1 ayat (3). 

   



 

3ر وإليه النشو قهكلوا من رزھا وبكا فى منامشولذى جعل لكم ا�رض ذلو� فاھو ا
       

                                                 

          Ayat tersebut menjelaskan bahwa rizki yang disediakan Allah SWT harus dicari 

oleh manusia. Manusia diminta berperan aktif dalam mencari dimana rizki itu bisa 

didapat, bahkan sampai ke segala penjuru dunia. 

 Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.4 

Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur’an  selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap 

pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka 

bumi untuk bekerja demi kehidupannya.5 Ketika manusia bekerja, tentu saja akan ada 

hubungan antar sesamanya, baik dalam berkomunikasai maupun menjalin kerja sama. 

Hal yang demikian itu dalam Islam dinamakan kegiatan bermuamalah. Muamalah 

secarah harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia.6 Dalam hubungan 

kerja,  satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh 

dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan 

pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa 
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tenaga manusia, yang disebut akad ijārah al-‘amal )رة العملاجا( , yaitu ijarah dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.7                                   

 Akad ijārah al-‘amal )رة العملاجا(  merupakan salah satu bentuk akad kerjasama 

yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Pihak yang 

membutuhkan bantuan jasa dari seseorang akan terbantu dengan adanya penyedia jasa, 

begitu pula sebaliknya penyedia jasa mendapatkan imbalan atau upah. Islam sebagai 

agama yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian 

tidak memberikan landasan tentang upah yang harus diberikan pada buruh atau pekerja. 

Islam hanya memberikan batasan moral dalam persoalan upah, batasan moral itu antara 

lain: upah harus memenuhi prinsip keadilan. Tanpa nilai keadilan maka tidak dapat 

dibenarkan memberikan upah yang sangat minim dengan tujuan agar pengusaha 

memperoleh keuntungan yang besar, karena itu merupakan tindakan pemerasan dan 

penindasan pengusaha terhadap pekerja atau buruh.8 

 Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari’ah bukan 

suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang 

akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke 

dalam dunia kerja. Al-Mawardi dalam al-Ahkām as-Sultāniyyah berpendapat bahwa dasar 

penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat 

menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis muslim menyetujui ini. Al-

Mālikī mengatakan bahwa orang-orang kapitalis memberikan upah kepada seorang 

                                                           
 

7
 M.Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah 

(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188. 

 

 
8
 Panji Pamungkas, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pekerja Tidak Tetap di Event Organizer 

‘Sudut Barat Production’ Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah  UIN Sunan 

Kalijaga, 2010), hlm. 3. 

 



 

pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang 

dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas minimum. Mereka akan 

menambah upah tersebut apabila beban hidup bertambah pada batas paling minimum. 

Sebaliknya, akan menguranginya apabila beban hidup berkurang, sehingga menurut 

mereka upah ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa atau 

manfaat tenaga yang diberikan.9  

 Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan 

norma-norma hukum Islam. Padahal masalah upah dalam kerja sama ini menjadi penting 

karena upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa dari tenaga dan pikiran yang telah 

dicurahkan dalam melaksanakan suatu tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan manfaat dari 

pekerjaannya itu.  

 Adapun yang menjadi persoalan mengapa penyusun tertarik untuk mengadakan 

penelitian di Bomba Net karena di warnet tersebut terdapat kelemahan yang secara teknis 

penting untuk diangkat ke permukaan dalam pembenahan pelaksanaannya, baik 

berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam dan dikarenakan terdapat 

ketidakwajaran pelaksanaan upah dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan karyawan. 

 Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat di Bomba Net adalah hubungan 

kerja antara pengusaha dengan pekerja atau karyawan tidak dalam bentuk perjanjian atau 

akad tertulis. Di samping tidak adanya akad yang tertulis, pembayaran upah pekerja pun 

tidak diketahui sebelumnya. Gaji atau upah diketahui ketika bertanya pada karyawan 
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sebelumnya pada saat mulai masuk training.10 Jadi, besar kecilnya upah yang diterima 

dan kapan pekerja akan menerima upah tidak jelas. Training dilakukan selama 10 kali 

jaga dan setelah selesai tidak mendapatkan gaji atau upah.11 Pekerja atau karyawan 

sebelumnya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan selama jaga. Pekerja mengetahui 

apa yang harus dilakukan setelah mengikuti training atau pelatihan dari perusahaan. 12 

 Seorang Operator (OP) warnet bukan hanya sekedar duduk di meja operator 

dengan ditemani komputer di depannya saja. Namun, untuk Bomba Net sendiri ketika 

pergantian shift, shift selanjutnya harus mengecek semua bilik dan membersihkannya, 

baik di lantai 1 (satu) maupun lantai 2 (dua). Meja operator juga harus di lap agar tidak 

ada debu yang menempel. Setelah selesai pengecekan billing dan bersih-bersih, 

dilanjutkan dengan pengecekan stok di display, freezer, dan gudang. Hal itu dilakukan 

untuk mencocokkan apakah stok-stok tersebut sesuai dengan yang ada dicatatan shift 

sebelumnya atau tidak. Pengecekan juga dilakukan untuk mengetahui makanan dan 

minuman yang sudah terjual.  

 Setelah itu, dilanjutkan dengan serah terima uang pada pergantian shift. Serah 

terima uang adalah jumlah uang secara keseluruhan, baik uang pada shift karyawan yang 

jaga pada saat itu, shift sebelumnya, maupun uang kemarin yang belum diambil Bos. 

Pada saat uang telah terkumpul banyak dan belum diambil bos, tanggung jawab 

karyawan menjadi bertambah. Jika uang itu kurang, maka operator yang jaga saat itu 
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 Wawancara dengan Noviana (karyawan) pada tanggal 18 November 2010.  

 



 

harus menggantikan uang tersebut.13 Jumlah uang harus sama dengan yang ada di laporan 

keuangan. Uang kemarin dan uang shift sebelumnya ditotal, kemudian ditulis di buku 

laporan lengkap keuangan. Shift berikutnya akan tanda tangan sebagai bentuk serah 

terima dan tanggung jawab sudah berganti. Jadi, jika ada kekurangan baik berupa jumlah 

uang, kertas, barang, makanan dan minuman di display dan freezer, maupun stok di 

gudang, sudah menjadi tanggung jawab shift berikutnya.  

 Sebelum pergantian shift, Operator (OP) sebelumnya harus mengecek dapur 

untuk mencuci piring, gelas-gelas, maupun sendok-sendok yang kotor. Sebagai Operator 

(OP) harus jeli dalam melihat jumlah barang dan uang yang ada. Butuh konsentrasi yang 

kuat agar tidak ada kelalaian di dalamnya. Hal ini dikarenakan ketika karyawan lengah 

sedikit, bisa menyebabkan karyawan yang jaga saat itu “tombok”. Maksudnya adalah 

uang pribadi karyawan digunakan untuk menutupi kekurangan jumlah uang yang ada di 

laporan. Jika setiap jaga selalu “tombok”, apa yang dikerjakan menjadi sia-sia karena jika 

tidak mampu mencukupi kekurangan uang itu, maka akan dipotong gaji pada akhir bulan 

dan hal itu membuat rugi karyawan. 14  

 Selain itu, ketika ada barang yang hilang maka operator yang jaga saat itu harus 

mengganti barang yang hilang tersebut.15 Ketika user selesai menggunakan internet, maka 

operator yang jaga mengecek keadaan billing tersebut. Bomba Net juga melayani 

pembelian pulsa, hotspot, pre-paid. Hal-hal tersebut merupakan kewajiban yang harus 

dilakukan oleh Operator Warnet (OP) Bomba Net dalam bekerja.  
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  Wawancara dengan Dhany (karyawan) pada tanggal 30 Desember 2010.  
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 Wawancara dengan Sherly (karyawan) pada tangga 18 November 2010. 



 

 Upah atau gaji karyawan di Bomba Net masing-masing karyawan berbeda-beda, 

antara Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai Rp14.000,00 (empat belas ribu 

rupiah) per masuk, dalam waktu 8 (delapan) jam per shift. Sedangkan, apa yang 

dikerjakan setiap karyawan selama bekerja, baik yang upahnya Rp 12.000,00 (dua belas 

ribu rupiah) hingga yang Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sama. Melihat dari 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 sebesar Rp 

745.694,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

217/KEP/2009, tentu saja bertolak belakang dengan teori yang ada.  

 Realita yang terjadi bahwa dalam pengupahan di Bomba Net masih di bawah 

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Yogyakarta. Setiap orang mempunyai kepentingan 

terhadap orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dihormati. Setiap 

orang mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang 

sama juga memikul kewajiban yang harus dijalani. Sama halnya seperti pekerja (ajīr/ 

 dalam hal ini (مستأجر/musta’jir) dalam hal ini karyawan Bomba Net dan majikan ,(اجير

pemilik Warnet, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. 

 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pengupahan, inilah skripsi dengan 

judul “Pengupahan Pekerja Warnet Bomba Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif”, disusun. 

 

 

 

 



 

B. Pokok Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas peyusun mengidentifikasi pokok masalah 

yang akan diteliti dan akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan di Bomba Net? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengupahan karyawan 

di Bomba Net? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengupahan di Bomba Net. 

2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam serta hukum positif yang 

ada di Indonesia terhadap pelaksanaan pengupahan karyawan di Bomba Net. 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Dalam bidang keilmuan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teori-teori Mu’amalah di bidang 

bisnis. 

2. Sebagai evaluasi pengusaha warnet dalam menjalankan bisnisnya, terutama 

mengenai pelaksanaan upah terhadap para karyawannya. 

3. Memberikan pemahaman tentang pengupahan menurut hukum Islam dan hukum 

positif, baik kepada perusahaan, pekerja, masyarakat luas, maupun penyusun 

sendiri. 

 



 

D. Telaah Pustaka 

    Dalam peraturan Hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu landasan tentang sistem pengupahan di 

Indonesia. Dalam Undang-Undang ini membahas tentang berbagai hak dan kewajiban 

pekerja atau buruh maupun pengusaha, termasuk di dalamnya mengenai upah. 

 Dalam Hukum Islam, Fiqh Muamalat merupakan landasan sistem pengupahan 

atau Ijārah al-’amal karena mengatur hubungan antara majikan dengan pekerja atau 

buruh. Fiqh muamalat memberikan kontribusi tentang bagaimana Islam menyikapi 

tentang sistem pengupahan. Beberapa pemikiran dan gagasan dari para ahli dan ulama 

baik berupa buku, makalah, maupun tulisan. Misalnya, buku Berbagai Macam Transaksi 

dalam Islam karangan M. Ali Hasan yang membahas tentang ijarah. Pemikiran yang 

sama dibahas oleh M. Yazid Afandi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah dan 

Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. Buku ini berisi tentang sistem 

sewa menyewa dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.16 Dalam buku karya Afzalurrahman 

tentang Doktrin Ekonomi Islam, menjelaskan sistem pengupahan pada masa Rasulullah 

SAW dan penerapannya pada masa sekarang. Dalam buku ini dijelaskan tentang prinsip-

prinsip keadilan yang seharusnya diperoleh pekerja atau buruh dalam bekerja. Begitu 

pula sikap pengusaha dalam pemberiaan upah.17 

 Buku-buku lain yang berhubungan dengan hukum positif, misalnya buku Pokok-

Pokok Hukum Perburuhan karangan G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih. Buku 
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ini berisi tentang pokok-pokok dari hukum perburuhan yang menitikberatkan pada 

perlindungan terhadap tenaga kerja. Buku lain yang berjudul  Hukum Perburuhan 

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan karangan Iman Soepomo berisi tentang 

undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan 

ketenagakerjaan. 

 Untuk menghindari kesamaan atau duplikasi terhadap skripsi-skripsi yang sudah 

ada, penyusun menelusuri skripsi-skripsi yang sudah ada, ternyata ada beberapa skripsi 

yang mengkaji tema masalah upah namun dalam substansi dan lokasi yang berbeda. 

Seperti, skripsi milik Panji Pamungkas yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Sistem Pengupahan Pekerja Tidak Tetap di Event Organizer “ Sudut Pandang Production 

“ Yogyakarta”, dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan pada sistem pengupahan 

menurut hukum Islam saja. Penyusun memaparkan mengenai pengertian akad dan 

pengertian upah, dasar hukum upah, serta upah dalam akad ijārah,18 sedangkan pada 

skripsi ini penulis memaparkan mengenai akad (perjanjian) maupun teori-teori mengenai 

upah, baik berdasarkan hukum Islam maupun positif.    

 Penulis juga temukan dalam skripsinya Milzamah yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan di Aini Batik Pekalongan”, dalam skripsi 

ini penyusun juga membahas hal yang sama dengan skripsi Panji Pamungkas, namun 

objek penelitian yang dilakukan penulis berbeda, yaitu mengenai pelaksanaan 

pengupahan di perusahaan Aini Batik Pekalongan.19  
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  Milzaman, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan di Perusahaan Aini Batik 

Pekalongan”, skripsi tidak diterbitkan  (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004). 



 

 Skripsi lain juga penulis temukan pada skripsi milik Zulfiaderi yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang 

Yogyakarta. Dalam skripsi ini, penyusun lebih memaparkan kepada sistem pemberian 

upah kerja, sedangkan penulis memaparkan mengenai pelaksanaan upah di Bomba Net.20 

Skripsi milik Umu Hanifah yang berjudul ”Pandangan Hukum Islam Terhadap 

Pemberian Gaji Karyawan”.21 Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan 

pemberian gaji karyawan dan kesesuaian tentang konsep keadilan menurut hukum Islam. 

Peneliti berkesimpulan bahwa tingkat pendidikan dan lamanya kerja menjadi perbedaan 

pemberian gaji.  

 

E. Kerangka Teoretik 

 Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas untuk mempermudah 

pembahasan penelitian ini, maka penulis menggunakan kerangka teoritik mengenai 

prinsip-prinsip hukum muamalat dengan menyoroti sistem pengupahan, serta 

menggunakan landasan hukum positif yang ada di Indonesia.   

 Adapun prinsip-prinsip hukum muamalat, yaitu: 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain 

dalam Al-Qur’an dan sunah Rasul. 

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. 
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3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. 

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur 

penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.22  

  Prinsip-prinsip di atas ditambah beberapa asas muamalat oleh Juhaya S. Praja, 

 yaitu: 

1. Asas tabādul al-manāfi’ (تبادل المنافع) 

Maksudnya adalah asas saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat 

saling memberikan manfaat menuju pada kesejahteraan bersama.  

2. Asas pemerataan 

Maksudnya adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang 

menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta 

itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun 

miskin. 

3. Asas ‘an tarādin atau suka sama suka (عن تراض) 

 Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan 

bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan 

kerelaan masing-masing. Baik kerelaan dalam transaksi muamalat maupun kerelaan 

dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan dan lainnya. 
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4. Asas ‘adam al-garar (عدم الغرر) 

Maksudnya adalah setiap bentuk muamalat harus tidak boleh ada tipu daya atau 

sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain 

sehingga menimbulkan adanya ketidaksukaan. 

5. Asas al-birr wa at-taqwā (البر والتقوى) 

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama 

suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka 

pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan 

dalam berbagai macamnya. Jadi, apabila suatu transaksi muamalat bertentangan 

dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan, maka tidak dibenarkan dalam hukum 

Islam. 

6. Asas musyarakah (المشاركة)23 

 Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan 

musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja 

bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia 

    Dalam pembahasan mengenai cara pemberian upah kerja pada karyawan di 

Bomba Net ini, penyusun akan menguraikan tentang perburuhan dalam hukum Islam. 

Masalah perburuhan dalam hukum Islam dibahas pada bidang mu’amalah khususnya 

ijārah.  

 Hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam fiqh dinamakan ijārah al-

‘amal (اجارة العمل). Secara bahasa ijārah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan 

secara istilah ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa 
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dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.24 Berdasarkan jenis akadnya, ijarah 

dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu ijārah manfaat (Al-Ijārah ‘alā al-Manfa’ah) 

dan ijārah yang bersifat pekerjaan (Al- ijārah ‘ala al- a’māl).  

 Selanjutnya, akan diuraikan pula sistem perjanjian kerja dalam hukum Islam, 

sebab dalam perburuhan tidak akan terlepas dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja 

tersebut diadakan dengan maksud agar masing-masing pihak yang berakad memperoleh 

hal yang sah (legal) dan rela terhadap isi perjanjian itu. Ajaran Islam sangat memandang 

penting terhadap suatu perjanjian kerja dari kedua belah pihak yang mengadakan 

hubungan kerja. Bahkan Islam menekankan supaya perjanjian kerja tersebut dibuat secara 

tertulis dengan maksud untuk memperjelas serta menghindari kemungkinan perselisihan 

yang terjadi di kemudian hari. 

  Perjanjian kerja tersebut diadakan juga dalam rangka mewujudkan  keadilan.

 Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam perjanjian 

 upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur sehingga tidak melakukan 

 perbuatan eksploitasi. Berbuat aniaya terhadap buruh ini dapat berarti tidak dibayarnya 

 buruh secara adil, sedangkan aniaya terhadap pengusaha dapat berupa pemaksaan 

 terhadap pengusaha oleh kekuatan eksternal untuk membayar upah di luar  kemampuan

 mereka. Setelah perjanjian kerja diadakan dan disepakati bersama antara ajīr اجير( ) dan 

 musta’jir جرمستأ( ), maka kemudian timbul hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. 
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  Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari 

pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang 

diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam 

penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan 

tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-

Qur’an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, 

kelayakan, dan kebajikan, di antaranya:25 

1. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang 

diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan 

dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu: 

a) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan  sama 

 dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang 

 sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi 

 keluarganya. 

b) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan  gaji seimbang 

 dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan 

 permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha. 

2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok 

pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup 

layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata. 

3. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk 

menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang. 
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 Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dijelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.26 

Upah minimum itu berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan ditetapkan oleh 

Gubernur. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha 

dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.27 

 Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat pada peraturan 

pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah. Upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu buruhan atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha atau buruh, termasuk tunjangan baik 

untuk buruh sendiri maupun keluarganya.28 

 Organisasi buruh sedunia (ILO) melalui konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 

mengenai pengupahan yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan Undang-Undang 

Nomor 80 Tahun 1957 menyebutkan bahwa upah atau gaji mencakup upah pokok atau 

upah minimum dan tambahan pendapatan lain yang harus dibayar secara langsung atau 

tidak langsung, secara tunai atau dengan barang oleh pengusaha pada buruh berhubungan 

dengan buruhan tersebut.29 
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 Pasal 1. 
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 Untuk memperjelas kedudukan upah maka departemen tenaga kerja melalui 

keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1989 tentang upah minimum 

menjelaskan beberapa fungsi upah diantaranya, pertama, upah berfungsi untuk 

merumuskan kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil 

dari buruhan yang telah diselesaikannya. Kedua, pengusaha dalam memberikan upah 

buruh dihitung berdasarkan hasil produksi. Ketiga, dalam hubungan Industrial Pancasila 

(HIP) upah buruh bukan hanya sekedar bagian dari biaya produksi tetapi juga mempunyai 

fungsi sosial, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan keluarga. 

Keempat, mewujudkan rasa keadilan dalam rangka memanusiakan manusia. Kelima, 

sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.30 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (field Research), 

yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali 

secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data 

atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud di sini adalah data yang 

berkaitan dengan upah di Bomba Net. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif-analisis, yaitu memaparkan bagaimana 

pelaksanaan pengupahan yang ada di Bomba Net, apakah telah sesuai atau belum 

dengan pengupahan dalam hukum Islam maupun hukum positif. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan 

normatif-yuridis. Pendekatan normatif untuk membahas pelaksanaan pengupahan 

berdasarkan hukum Islam. Pendekatan yuridis untuk menganalisis pelaksanaan 

pengupahan di Bomba Net berdasarkan hukum positif di Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi atau pengamatan 

Dalam melakukan observasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, 

sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan 

sumber data, dan ikut melaksanakan suka dukanya (Observasi Partisipatif).31 

b. Interview atau wawancara 

Dalam melaksanakan interview ini, penyusun mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada pemilik atau pengusaha warnet yaitu 

Arie Muryono dan karyawan-karyawannya yang berjumlah 14 (empat belas) 

orang, kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan penyusun. 

Penyusun mendapatkan informasi awal dari Silvi, Noviana, Sherli, dan Dhani.  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 227. 

 



 

c. Dokumentasi 

Penggunaan metode ini bermaksud untuk memperoleh data tentang 

gambaran yang meliputi letak geografis Bomba Net, serta mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, notulen rapat, 

file-file dan sebagainya. 

d.  Angket 

Metode pengumpulan data melalui angket atau kuesioner ini merupakan 

angket tipe pilihan bersifat tertutup yang penyusun berikan kepada seluruh 

karyawan, yaitu meminta karyawan selaku responden untuk memilih salah satu 

jawaban dari beberapa alternative jawaban yang sudah disediakan.  

e. Analisis Data 

        Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi,       interview, 

angket dan dokumentasi serta dibantu dengan penelaahan buku-buku lainnya, 

maka dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, setelah data terkumpul selanjutnya 

dipilih-pilih dan dianalisa dengan menggunakan metode induksi,32 untuk 

memperoleh kesimpulan umum tentang pelaksanaan pengupahan di Bomba Net.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penyusun akan menyampaikan 

bahasan skripsi dengan sistematika, kemudian pembahasan diakhiri dengan penutup. 

Rinciannya sebagai berikut. 
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Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai signifikasi 

permasalahan yang menjadi objek penelitian dan sebagai dasar bagi pelaksanaan 

penelitian kajian hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, dalam bab 

ini secara berturut-turut akan dicantumkan tentang latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Selanjutnya pembahasan terdapat pada bab kedua, ketiga, dan keempat. Bab kedua 

membahas sistem pengupahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam bab ini 

bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang perjanjian kerja (akad) 

dalam hukum Islam maupun positif, upah dalam akad ijārah al-‘amal  (اجارة العمل),  dan 

pengupahan dalam hukum positif. 

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Bomba Net. Adapun yang akan dibahas 

dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui letak geografis dan demografis Bomba Net, 

hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, tugas-tugas karyawan Bomba Net, serta 

pelaksanaan pengupahan yang ada di Bomba Net. 

Bab keempat merupakan inti pembahasan tentang analisis hukum Islam dan hukum 

positif terhadap pelaksanaan pengupahan yang terdapat di Bomba Net Yogyakarta. Baik 

analisis mengenai perjanjian kerja di Bomba Net, juga analisis tentang pengupahannya, 

yang terdiri dari ketidakjelasan pekerjaan, kewajaran besarnya upah, dan standar 

besarnya upah. 

Bab kelima yaitu penutup, berisi simpulan dari pembahasan dalam skripsi dan 

beberapa saran yang penulis ajukan. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pengupahan di Bomba Net berdasarkan sistem pembayaran upah 

dalam waktu tertentu, yaitu upah atau gaji per-jam. Besarnya upah atau gaji 

yang diperoleh karyawan Bomba Net dipengaruhi oleh beberapa indikator dan 

jumlah shift setiap karyawan dalam satu bulan  

2. a. Berdasarkan hukum Islam, besarnya upah harus sesuai dengan  pekerjaan-

 pekerjaan yang telah dilakukan. Pengupahan harus memenuhi prinsip-prinsip 

 muamalat dan asas-asas muamalat. Prinsip-prinsip-prinsip itu meliputi segala 

 bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur’an 

 dan Hadis, didasari dengan sukarela, didasarkan atas pertimbangan 

 mendatangkan manfaat dan menghindari  mudharat, dilaksanakan dengan 

 memelihara keadilan. Kemudian ditambahkan pula asas-asas muamalat yang 

 terdiri dari asas tabādul al-manāfi’, asas pemerataan, asas ‘an tarādin atau 

 suka sama suka, asas ‘adam al-garar, asas al-birr wa at- taqwā, dan asas 

 musyarakah. Pengupahan pekerja warnet Bomba hanya memenuhi berapa 

 prinsip dan asas-asasnya yaitu mengenai bentuk muamalat dalam hal ini adalah 

 hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan, kemudian telah terpenuhinya 

 unsur kerelaan,dan mendatangkan manfaat, serta asas tabādul al-manāfi’, asas 

 pemerataan, asas ‘an tarādin atau suka sama suka, asas al-birr wa at-taqwā, 



 

 dan asas musyarakah. Namun untuk prinsip keadilan dan asas ‘adam al-garar, 

 pihak Bomba Net tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan 

 pengupahan di Bomba Net tidak  sesuai dengan  hukum Islam karena seluruh 

 prinsipnya belum terpenuhi. 

b. Pengupahan di Bomba Net tidak sesuai dengan hukum positif, karena masih di 

bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta yaitu sebesar Rp 

745.694,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh 

empat rupiah), sedangkan upah di Bomba Net antara Rp 12.000,00 (dua belas 

ribu rupiah) sampai Rp 14.000,00 (empat belas ribu) per shiftnya. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari 

upah minimum.(Pasal 90 ayat (1)).  

 

B. Saran-Saran 

1. Untuk Bomba Net akan lebih baik lagi jika melakukan perjanjian  secara tertulis, 

 sebagaimana yang diharapkan pula oleh karyawan. 

2. Pihak Bomba Net melakukan pengkajian ulang mengenai besarnya upah atau gaji 

 yang saat ini diterima karyawan dengan pekerjaan yang dilakukan agar antara 

 besarnya upah dengan jasa-jasa yang diberikan adalah seimbang, sehingga 

 keadilan dapat tercapai. 

3. Untuk karyawan agar lebih memperhatikan kebersihan dan kerapian warnet 

 karena kenyamanan user sangat diperlukan dalam kemajuan bisnis warnet. Jika 

 warnet maju, maka karyawan pun akan mendapat keuntungan. 



 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perlu 

dilengkapi pasal-pasal yang berkenaan dengan pengaturan tentang pekerja paruh 

waktu, terutama mengenai pengkajian  tentang pengupahan. 
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